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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Terlihat dari perbandingan hari percobaan di Rutan Kelas Il B Praya
periode 2020-2021, pelaksanaan pemberian masa percobaan kepada
narapidana sudah sangat baik, baik yang diusulkan maupun yang
direalisasikan antara yang telah dilakukan dan yang dibutuhkan. perbaikan
lebih lanjut. Itu meningkat, jadi itu harus meningkat.

2. Untuk periode 2020-2021, faktor internal dan eksternal yang menghambat
pelaksanaan ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rutan
Kelas Il B Praya antara lain:

a. Proses pengajuan pembebasan bersyarat sangat rumit dan membutuhkan
waktu yang lama untuk mengambil keputusan menerima atau menolak
tawaran tersebut.

b. Penjamin keluarga narapidana tidak bersedia bertindak sebagai
penanggung pribadi atau keluarga narapidana tidak diketahui
keberadaannya.

c. Seorang narapidana ditolak pembebasan bersyarat karena melanggar
aturan disiplin di pusat penahanan.

d. Terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam proses
penempatan kembali narapidana ke dalam masyarakat, dan akibatnya
proses integrasi narapidana ke dalam kehidupan sosial masyarakat

menjadi terhambat.
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e. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat memakan waktu
karena merupakan pusat dari seluruh Lapas/Lapas di Indonesia.
B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur yang
melaksanakan proses pembinaan narapidana, dengan cara meningkatkan
kesejahteraan dan meningkatkan rotasi atau mutasi staf pemasyarakatan
untuk lebih menunjang kualitas profesionalismenya, agar tidak terjadi
kejenuhan. Kinerja pegawai pemasyarakatan dapat ditingkatkan dan
proses administrasi perlu dilakukan lebih cepat agar proses pembebasan
bersyarat tidak terlalu lama menunggu.

2. Perlunya penguatan koordinasi antar pejabat yang berwenang untuk
membangun kerjasama yang harmonis guna memperlancar proses
birokrasi dan administrasi yang mengarah pada percepatan proses

pemberian masa percobaan.
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